
PERSPEKTIF Volunrc VII No.3 Tahun 2002 Edisi.luli

AKSES KONTROL PUBLIK TERHADAP KEUANGAN DPRD DALAM
RANGKA MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK

DITINGKAT LOKAL

Oleh :

Zudan Arif Fakrulkrh

ABSTRACT
A good adminislrotion is a result of mass sociol constntction, *t thut it ulv'uys rictl up u,ith context, ltme
and cullure support. Instead of an outpul, it is al.,;tt u synlhclic pntes.s of etctrttiva, leNislalit,e und
communily behavior. Transparency factor and public contol (tJ hou:tc of rcpre.\c tutiv(,.finunciul hut-
dling is a very essential poinl to be the gorxl ktutl u nini.\trution. l.r u loL.ul (onlrol i slitytiol. lh(, hoy.\e
of represenlolive should olso be controlled. A u'idcly opancd churrne!, lltcr<,firc, slun cl hL, providttl for
public control access to the house qf represe, dlir'(.
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PENDAHULUAN

Otonomi daerah yang telah digulirkan sejak

tanggal I Januari tahun 2001 membuka harapan dan

peluang tumbuhnya kreativitas, diskresi dan

kebebasan bagi daerah untuk mengembangkan dan

membangun wilayahnya. Peluang ini hanr ditrurggapi

secara positif oleh masyarakat, eksekutif dzur lcgislatif

di daerah. Tanggapan yang positifini diperlukan agar

tidak lagi timbul kemungkinan berbaliknya pendulurn

ke arah sentralisasi.

Salah satu titik sentral dalam otonomi daer.ah

yang perlu mendapatkan perhatian dari masyarakat,

eksekutif maupun legislatif di daerah adalah masalah

manajemen APBD khususnya yang terkait dengan

kedudukan keuangan DPRD. Ilal ini perlu disoroti

kiuena adenya kccendenurgan yang merata di seluruh

Indonesia bahwa keuangan DPRDjauh lebih besar

dari kelentuan yang sudah digariskan dalam PP I l0

tahun 2000 tcntang Kcdudukan Keuangan DPRD.

I)Pl l l )  scbagai lcnrbaga kontroi  di  t ingkat

lokal nrcnrcgang pcran y:urg llmr dallutr mcwu jtdkan

talir pclncritltilhan yang baik. Olch karclta itu. hanrs

dihindar i  pcrbuatan-pcrbuat ln yang dapat

nrcnglranrblt pcnc:iptaan proscs tcrsr:but terutat)la

yiurg herasal  dar i  lenrbaga DPl l [ )  i tu sendir i .

Walaupun sctrtrgai lcmbaga kontrol, I)PRD harus tetap

dikontrol .  I )a lam kontcks in i lah diper lukan

nrekanisme kontrol dan model trirnsparansi yang

Akes Kontrol Publik Terhadap Keuangun DPRD
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harus ditaati oleh DPRD.

Apabi la dirunut dar i  awal,  pr insip

pengawasan dan transparansi adalah unsur utama

untuk mewujudkan good governance ( tata

pemerintahan yang baik). Tata pemerintahan yang

baik pada hakekatnya merupakan gerakan perbai kan

pemerintahan dengan semangat baru yang banyak

diadopsi banyak pihak, termasuk di lndonesia

belakangan ini. Sebelum wacana ini mendominasi arah

reformasi pemerintahan di lndonesia, terminologi

seperti "iess-gove rnmen.", " Entrepeneurship gov-

ernment", dan sejenisnya sempat pula menjadi

wacana yang dominan. Namun, gagasan ini dengan

cepat memperoleh respon yang tidak positifyang

mengkhawatirkan terjadinya pemerintahan yang lemah

dan yang mengkomersialkan sektor publik secara

berlebihan.

PEMBAHASAN

Pemahaman Awal Konsep Good Governancc

Governance dapat didefinisikan sebagati

pelaksanaan otoritas politik, ekonomi dan adn.rinistrasi

rmtuk mengatur urusan*urusan negarA yang memiliki

mekanisme, proses, hubungan, serta kelembagaan

yang kompleks di mana warga negara dan berbagai

kelonrpok mengartikulasikan kepentingan mereka,

melaksanakan hak dan kewajiban rnereka serla

menengahi perbedaan yang ada di antara mereka.

Governance in i  t idak senlata-rrata

dimonopoli oleh negara, namun juga olelr scktor

swasta dan civil society. Tugas utama negara di masa

datang yang paling penting adalah penciptaan suatu

Iingkungan politik yang kondusif bagi srstainable hu-

man dcvelopnrenl dcngan meredcfinisi peranan

pcnrerintah di dalanr integrasi sosial. ekononti serta

proteksi  l i r rgkungannya proteksi  kerawanan-

kcraw:rnan di  dalanr nrasyarakat;  pcnciptaan

korlitnren grlitik bagi restruktufisrsi ckonomi, politi(

serta ckonomii  nrcnycdiakan in I ' rastru kt  ur

desentralisasi dan demokratisasi pernerintahanl serta

mempcrkuat kapasitas administrasi dan keuangan

pemerintahan lokal, perkotaan, maupun metropoli-

tan.

Peranan negara seperti itu akan sangat

mewarnai bagaimana sektor swasta bisa berperan.

Sektor swasta dan pasar memiliki peranan yang

pcnting tlalam pcnrbangunan Pendekatan pasar

terhad:rp pcnrbangun ekononri bcrkaitan dcngan

pcnciptaan suatu kondisi di nrarra produksi barang

dan .jasa dapat berjalan dcngan lancar dcngan

dukungan lingkungan yang nrcnradai bagi aktifitas

scktor swasta dan suatu kerangka kerja yang

nrernbcrikan insentif (incentive dan penghargaan (re-

ward) bagi prcstasi (perfonnancc) individu.

Organisasi-organisasi civil society yang

mcn-rpakan lrasil kreasi masyar-akat.juga rnempunyai

pcftrn yiurg sangat signilikan. Mereka nrenyediakan

mekanisnre clrecks dan balance yzurg penting terhadap

kekuasaan pcnrcrintah dan pada scklor swasta,

nirrrrurr rlercka.juga dapat nrembcr-ikan kontribusi

Akses Kontrol Publik Tcrhadap Kcuangon DI'Rl)
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ataupun memperkuat keduanya. Mereka dapat

membantu memonitor terhadap pembangunan

ekonomi penipisan sumber daya, polusi, serta
kekerasan-kekerasan sosial; m e m be rik a n

kontribusi terhadap pembangunan ekonomi dengan

membantu mendistribusikan keunturgan-kermtmgan
pertumbuhan ekonomi secara lebih merata di dalam
masyarakat; serta menawarkan kesempatan bagi
masyarakat untuk meningkatkan standar hidup
mereka-

Karena posisi yang sama penting dari tiga

aktor tersebut, good governance harus ditandai

dengan proses sinergi anlar tiga aktor tersebut. Oleh
karena itu, karakter good governance terutama
mencakup:

l. Participatory

2. Sustainable (berkelanjutan)

3. Legitimate dan akseptabel bagi masyarakat
4. Transparan

5. Meningkatkan equity dan equality
6. Mengembangkan sumber daya dan metode

govemance

7 . Meningkatkan keseimbangan

8. Merltoleransi dan menerima perspektif-
perspektif yang bennaczun-macarn

9. Mampu memobilisasi sumber daya urrtuk
tujuan{u.juan sosial

10. Memperkuat mekanisme-mekanisnte asli
(indigenious)

I l. Beroperasi berdasarkan aturan hukum

I 2. l.)lbktil'dan efisierr dalanr pengguruurn stu'rrber

daya

I 3. Mclalrirkan dan mcnrerintahkan rcspcctdan

lrust

14. Accountable

15. Mampu mendefinisikan dan mengambil

keputuvn bagi masalah-masalah nasional

16. Enabling dan fasilitatif

l7- t,ebih bersifat sebagai regulator daripada

kontrol

| 8. Dapat mengatasi isu-isu teillporer

I 9. l]crnricntasi pelayanan

Sebagai pcmbanding, rutnusan yang

dihcrikr rn olch "l'artnemhip lbr Govcnrancc Refirnr",

yang.iuga nrclihttkan ( INDI'. *dikit lcbih seder.harra.

Dalam rumuvur ini. Good (iovcnrancc nrenrpunyai 6

karakter utama. yaitu:
'l . Partisi5nsi

2. 1-ransparansi dan Akuntable

3. Efektifdan merala

4. Mengenrbangkan kepastian hukum

5. Menjarnin pr ior i tas kehi . jakan pol i t ik,

ekononri  dan sosial  dic lasarkan pada

konscnsus dalanr ntasyarakat

6.  Me n. iamin alokasi  sunrherdava

pcntbarrgunan nrcru. juk pada aspirasi

kelornpok r lasyalakat pal ing rniskin dan

paling rcntiut.

Runtuvur lain yarg lebih lcngkap nanln tidak
terlalu kornpleks ntcnggambarkan karakter mininral

Akses Kontrol Publik Terhadap Keuangan DPRD
Dulant Rangka Mewujudkun Tutu.........

r85 Zulun .4ril Fokrulloh



PERSPEKTIF Volunrc Vll No.3 Tahun 2002 lilisi .luli

Good Govemance sebagai berikut:

Partisipasi

l. Transaparansi

2. Akuntabel

3. Efektif dan efsien

4. Mengembangkan kepastian hukunt (Rule

of Lau)

5. Responsif

6. Consensus oriented

7. Equity and Inclusiveness

Mengapa Good Govemance merrjadi faktor

dominan pendukung keberhasilan pelaksanaan

Otonomi daerah? Kalau kita kaji prinsip dasar

pelaksanaan otonomi daerah dengan prinsipprinsip

dan karakteristik Good Governance terdapat

kongkruensi.

UNDP memberikan beberapa karakteristik

pelaksanaan Good Govemance

P ertama, partisipasi. keterlibatan masyarakat dalam

pembuataD keputusan secara langsung nraupun

tidak langsung melalui lembaga perwakilan btlk

secara lar.tgsung maupun tidak langsung melalui

lembaga perwakilan yang dapat mcnyalurkan

aspirasinya. Partisipasi ini dibangun atas dasar

kebebasan berkumpul dan berbicara serta

berpartisipasi secara konstruktif.

Demikian juga konsep dasar otonomi daerah

adalah partisipasi daerah (balk penrcrintah

maupun masyarakat)  dalam pelaksanaan

pelayanan dan pembangunan. Dalarn bidang

pelayanan. otonomi daerah diaktifkan sebagai

pergeseran peran pemerintah dan masyarakat.

Pemerintah lebih berperan memfasi l i tasi ,

sedangkan dunia usaha dan nrasyarakat lebih

berperan akti f dalam menyediakan pclayanan-

pelayanan rnasyarakat (dapat berwujud kerja

sanla.  atau pr ivat isasi) .  l )a lanr bidang

perrbangunan. otononri  t laeralr  berart i

pcntcr intah dacrah nrcnladikun ntasyarakal

selragai partncr dalanr nrenrbrrat rencana pro-

gnrm. nrcngi nrplementinikan dirn mengevaluasi

rencana,/program serta tentu saja output dan out-

corne itu hanrs ditujukan kepada masyarakat.

Berhubung selama ini, masyarakat dima{ inalkan

se l r  i  r r  gga masyarakat mengalami

ket idakberdayaan yang kurang memungkinkan

masyarakat hcrpartisipasi aktil' dalam setiap

bidang kehidupan nraka salah satu tuluan

potgakuan otonomidaerah nrclalui tjLI N0. 22

Tahun l999 adalah penrbcrdaylan rnasyarukat.

Pernherdayaan nrasyarakat nrcn rprkan salah salu

paratligrn pcnting dalarrr pcngukuan olononri

ditcralr rttcnurul I ltJ No. 22 'l ahun 1999.

Kcrlao, rule of law. kcrangka hukum yang adil dan

dilaksanakarr tanpa pandang drrlu. I'elaksanaan

olonomi dacrah dapat berhasi l  ntanakala

penrcr intah pusat r t rcnrbual  peraturan

pelaksanaan tJtJ No. 22' l -ahun 1999 yang

nrcnrbcrikan kerangka yang adil baik dalanr

pelinrbangan kcuangan nratrpun kcwcnangan.

Alcses Kontrol Pnblik Terhadap Kcuangutt DPRI)
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Demikian juga, pemerintah daerah dan DPRD

membuat peraturan-peraturan daerah dapat

memberikan rasa keadi lan kepada

stakeholdemya.

Ke t iga, Tr^nsparency, transparansi dibangun atas

dasar kebebasan memperoleh informasi.

Informasi yang berkaitan dengan kepentingan

publik secara langsung dapat diperoleh oleh

mereka yang menbututrkan.

Pelaksanaan otonomi daerah akan berhasil

apabila pemerintah dapat memberikan informasi

yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber

daya publ ik kepada pihak-pihak yang

membutuhkan informasi.  Pemerintah

berkewaj iban untuk memberikan informasi

keuangan dan informasi lainnya yang akan atau

telah digunakan untuk pengambilan keputr.rsan

ekonomi, sosial, dan politik.

Demikian juga, keberhasilan pelaksanaan

otonomi daerah ditentukan adanya kepastian

hukum bahwa adanya jaminannya keterbukaan.

Karena itu diperlukan perundang-undangan yang

menjadi  agar badan perner intahan dan

apamtumya melakukan transparansi.

Kee mpat, responsiveness, lembaga-lembaga publik

harus cepat dan tanggap melayani stakeholder.

Ide dasar pengakuan otonorni Daerah agar

pemerintah nrampu nrendekatkan pelayanan

penrer intah kepada masyarakat.  Mclalui

pelaksanaan otonomi daelah diharapkan

penrerintah lebih responsi f kepada kebutuhan

masyarakat daerah. l ' la l  in i  nrenrer lukan

pelgeseran oricntasi penrerintah dari comnrand

and control nrcnjadi oricntasi tuntutan dan

kcbutuhm publik.

Dalam Undang-Undang Nornor 22 talrun I 999,

tuj uan utanra penyelenggaraan otonorni daerah

adalah meningkatkan pelayarran kepada

masyarakat.  Namun dernik ian,  pada

kenyataarurya yang terjadi sebaliknya peraturan

dacrah bermasalah diakibatkan nafsu unluk

meningkatkan PAD.

Karena itu dipcrlukan kriteria darr standarisasi

pcnyelcnggaraan olonomi daerah. tcrutanra

kriteria dan standarisasi pelayirrran lrnrerirrtah
dacrah. Kalau tidak ada kritcriu dan standarisasi

penyelcnggaraan otorrolrr i  dacr i rh nraka

pcrmasalah:rn--lrcnnasalahan scpcrti peratumn

bcrrnasalalr akan terus bergulir.

Ke I i mu, concensus berorientasi pada kepentingan

masyarakat yang lebih luas. Misi utamallU No.

22 'falrurr 1999 adalah penguatan masyarakat

lokal  dalant rangka pcningkatan kapasi tas

dcrnokrasi balk di tingkat lokal alaupun nzsional,

pengenrbal ian nrartabal .  dan harga dir i

masyarakat daelah (  Syau karr  i  dkk..2002),

Paradignra dcrnokrusi yturg dikcrtrbangkiut dalarn

Ut i  No. 22 ' l ' i rhon l9()() ,  l idak la in t lan t idak
bukarr nrcrupaktn paratli grla lionscnsus, y:ri lu
konscnsrrs pacla kepentingan nrasyarakal yang

A*ses Kontrol Publik Terhadap Keuangan DPRD
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lebih luas. Karena itu kriteria keberhasilan

pelaksanaan otonomi daerahj uga kalau dacralr

balk pemerintah (eksekutifdan legislatifl maupun

masyarakatnya menempatkan kepentingan

masyankat luas di atas kepentingan golongan atau

pribadi.

Keenam, Equity, setiap masyarakat memiliki

kesempatan yang sama untuk memperoleh

kesejahteraan dan keadilan. Konsideran UU

Nomor 22 Tahun 1 999 j uga menega-skan bahwa

penyelenggaraan otonomi daerah dipandang per'lu

untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip

demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan

dan keadi lan, serta memperhatikan potensi dan

keanekaragaman daerah. Penyelenggaraan

otonomi daerah otonomi memungkinkan setiap

daerah memacu roda pembangunan sesuai

dengan kapasitas daerah baik sumber daya alam

maupun sumber daya manusianya- Secara filosofi,

penyelenggaraan otonomi daerah diharapkan

mampu memberikan pemerataan dan keadilan;

sesuatu yang menjadi karakteristik dan prinsip

Good Governance.

Agar penyelengga-raan otonomi daemlr h:r'hasil

nreningkatkan, kesejahteraan dan keadilarr nraka

memerlukan pergeseran pembangunan dari

paradigma sektoral yang lebih menonjolkzn do-

main negara ke paradigma kewilayahan dan

partisipasi yang rnensinergiskan peran pelaku-

pelaku Good Govemance baik negara, civil so-

cicly (rakyat). dan kapitalis (swasta) dalam

melalisanalian lrmbangunan. Namun dernikian,

bukan pendekatan oloritarian (sernua tahapan

pernbangunan dilakukan oleh penrerintah atau

hanya di inforrrrasikan kepada rakyat) nraupun

pendekatan tokerrisme (mulai dari pemberian

kcrcnrpatan untuk berpendapat, Frlisipasi dalam

inrplcnrcntasi. akomoclasi rcncana masyarakat

olch penrcr in lah) nrclainkln pendckatarr

p.ulisipatoris.

Dalanr pcndekatan partisip:ttoris ini kolahrrasi

kotiga pelaku good gt'rvcrnancc diwuiudkan

dalanr sctiap tahapan penrbangunarr mulai dari

tahap pcnganrbilan kcputusan, perencanaan,

inrplenrerrtasi dan evaluasi program-progran.t

pernbangunan maupun rakyat lokal sendiri yang

mcngan.rbil keputusan dan mcngambil tzurggung

.jawab pcnuh dalanr seliap lahtpan pcrrrhuatan

pnrgranr pcmbangunan.

Di sisi lain. indikasi kcbelhasilan otorromi daerah

dan descnhalisa.si adalah terjadi nya prlingkatan

pclayanan clan kcscjuhtcraan ntilsyarakut yang

scrrukin lxlik. kchidupur dcnroknsi yiutg scnrftin

nrl ju. kcirdilan. pcrrcrataan ( Mirrrlilsnro. 2002)

Kt I ti u h, [..]l'l icncy and ts l'l 'ecti vcrrcss l.rcngclolaan
surnberdaya publik dilakukan sccara berdaya

guna (ef ls ien) dan bcrhasi l  guna (el 'ckt i l ) .

Karakteristik ini .iuga nreniadi prinsip dasar

pertyclcnggaraan otononri dacrirh.

Organivr"si negara rrenrpakan crrtilas yang sangat

Al<ses Kontrol Publik Terha<lap Keuang<n DP RD
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kompleks. Pemerintah negara mengelola

berbagai dimensi kehidupan baik bidang sosial,

ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan.

Karena itu pemerintah negara tidaklah mungkin

dapat dilakukan dengan cara sentralistik, kalau

hal itu sampai terjadi lnaka akan menimbulkan

implikasi yang negatii yaitu pemerintahan negara

menjadi tidak efisien dan tidak akan mampu

menjalankan tugasnya dengan baik (Syaukani

dkk.,2002).

Secara lebih khusus dalam konteks otonomi

daerah, value for money (efisiensi) merupakan
jembatan untuk menghantarkan pemerintah

daerah mencapai good govemance (Mardiasmo,

2002).  Value for money tersebut harus

dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan

daerah dan anggaran daerah.

Kede lapan, accountability, pertanggungjawaban

kepada publ ik atas set iap akt iv i tas yang

dilakukan. John Stuart Mill dalanr teorinya yang

menyangkut "Liberty". Salah satu elemen yang

tidak dapat dinafikan dalam demokrasi dan

desentralisasi adalah akuntabilitas publik. Si
pemegang jabatan publ ik harus marnpu

mempertanggungjawabkan segala bentuk pilihan

kebi jakan dan pol i t iknya kepada warga

masyarakat yang mempercayakan kepadanya
jabatan politik tersebut. Karena itu akunlabilitas

mensyaratkan bahwa pengambil kebi.iakan

berper i laku sesuai dengan nrarrdat yang

dilerimanya. [Jntuk itu, perumusan kebijakan,

bersama-vmra dengan cara dan hasil kebijakan

tersebut harus dapat diakses dan

dikomurikasik:rn secara verlikal nraunun horizrn-

tal.

Lantas lxrgaintiuu korelati l'iurtarir otononti dacmlr

dan descrrtralisasi clcngalt akuntabi litas publik

dalant penyclcrrggaraan p:nrerintalran'? Sebagai

negara demokrasi malia penrerintah memberikan

peluang kepada warganya (termasuk yang di

dacrah) berperan aktif dalarn segala bentuk
per ryelenggara:m pemerin& ran ( nrulaitahap awal
perumusan, implementasi .  dan eva luasi

kebijakan). Diharapkan kebijakan yang dibuat

dapat dipertanggungjawahkan dan menriliki

legitima.si yang tirrggi kircna rnrsyarakat ter.libat.

Lebih khusus lagi. akuntahilitrn publik ini dalanr

6rrtgclolelar kcuartgarr rlaen t. hlrus lr:nar-bcr.tirr

dapat t l ipcr ' (anggungjawabk:rn.  Sayangnyu.

allurtabiliuu publik daliun pngcloliuur kcuiutgar

daorah akan mendapat lranrbatan yang cukup

berarti karena Irrdonesia beluru rnemiliki sistcm

akuntansi penrerintah yang baik; terbatasnya
jurnlah SDM per ler in la l r  r lacrah yang

belpcndidikan akuntansi; scrla belum adanva

standar akrutansi keuangan sektur publik yang

baku (Mardiasnro. 2002).

Kt, :emhi lun. St lategic v is ion. pcnyclenggara

pcttredrrtahan dan nrirsyiulrkal lrirnrs nrcnriliki visi

. jarrh kc dcpan. I larang kal i  thr i  bcberapa

Akses Kontrol Publik Terhadap Keuangcut DPRI)
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kelemahan mendasar dalam penyelenggaraan

otonomi daerah. karakteristik good governance

terakhir ini yang masih ambivalen. Artiny4 setiap

lembaga, departemen, dinas, daerah otonomi

memiliki visi (meskipun beberapa pihak visi-visi

mereka kurang jelas); tetapi sebagian besar

kurang mampu mewujudkan visi tersebut. Misi,

program, kegiatan, proyek digerakkan oleh

kekuasaan dan uang, bukan oleh visi; oleh sesuatu

yang sifatryajangka pendek. Barangkali menjadi

bahan renungan kita semua adalah, "Akankah

berhasil penyelenggaraan otonomi daerah kalau

misi, program, kegiatan, dan proyek semuanya

digerakkan oleh kekuasaan dan uang'?"

Di mmping itu keberhasilan penyelenggaraan

otonomi daerah juga ditentukan bagaimana badan

pemerintahan dan aparaturnya dalam

meng-implementasikan asas-asas penyelenggaraan

pemerintahan yang baik, mulai dari asas persam&m,

kepercayaan, kepastian hukum, kecermatan,

pemberian alasan sampai larangan menyalahgunakan

jabatan serta mengharmoniskan hubungan antara

negara (state), masyarakat sipil (civil society) dan

pasar (market).

Akses Kontrol Publik Terhadap Keuangan

DPRI)

Ketika Mahkamah Agung mengabulkan Ju-

dicial Review PP I 10 tahun 2000, banyak anggota

DPRD yang bersorak karena PP tersebut dianggap

membatasi hak anggota dewan untuk menentukan

anggaran DPRD sebagaimana yang diatur dalam Pasal

19 ayat ( l )  UU No. 22 tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah. Sedangkan sebagiankalangan

masyarakat menyambut skeptis atas hasil Judicial

Review tersebut. Skeptisisme masyarakat ini

Tabel

Perbandingan APBD 2001 dengan Standar PP I I0/2000

Pada 8 propinsi Terpilih

Propinsi
Jumlah
anggoh
DPRD

Belaiar oPRD dahm APBD 2001 Standar PP 1102000

DPRO Amgg^h Angg/Bl OPRD Amggnh Angg/Bl

EerEkulu
Lampung
DKI
Jawa Timur
f€limantan
Earat
NTT
NTB
Sulawesi
Tengah

45
75
85
100

55

55
55

45

5.961.836.000
15.015.005.689,15
90.030.973.000
29.797.151.900

10.321.586.325

8.092.426.000
't !.895.081.744

8.168.734.000

132.485.244,4
200.200.07s,65
88.265.659,8
24.830.959,92

'!5.638.767.16

12.261.251,13
19.022.851,13

't5.127 .285,19

11.040.437.04
16.683.339,65
88.265.659,8
24.830.959,92

15.638.767.16

't2.261 .251 ,13
18.022.851,13

15.127.285.19

506.257.091.25
8.460.025.488,75
30.155.142.891,5
9.452.754 107 ,117

5.417.959168,98

4.952.356.332.562
4.439.919.000

7.271.918.510,85

104.015.066,67
112.800.339,85
354.766.386,96
94.527.541,07

98.508.348,31

90 042.842,41
80 725.800

161.598.189,13

8.f67.92222
9.400 028,32
29.563.865,58
7.877.295,09

8.209.029,04

7 503.570,20
6.727.150

13.466.515.76
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sebenarnya beralasan, karena PP 1 10 tahun 2000

banyak dilanggar oleh sebagian besar

dan propirsi di Indonesi4 dan tidak ada sanksi tegas

dari pemerintah kepadadaerah-daerah tersebut.

Evaluasi sementara yang dilakukan oleh

Depdagri atas APBD tahun 2001 pada 8 provinsi

yang menjadi sampel memberikan pelajaran yang

penting dalam konteks penyelenggaraan otonomi

daerah. Dari 8 propinsi yang terpilih menjadi mmpel,

tidak ada satupun yang mematuhi ketentuan dalam

PP I l0 tahun 2000 (Sudarsono, 12-13,2002).

Dari tabel dapat diketahui bahwa

belanja rata-rata pertahun per anggota DPRD yang

tertinggi ditempati oleh DKI sebesar 1.059 Milyar

dan terendah ditempati oleh Bengkulu dengan 132,48
juta. Angka yang diperkenankan oleh PP 1 10/2000

untuk belanja DPRD DKI per anggota pertahun

hanyalah 354,766 Juta rupiah. Terjadi pembengkakan

belanja DPRD kurang lebih 650 Juta rupiah per

anggota pertahun. Belanja anggota DPRD DKI
perbulan per anggota sebesar 88, 265 Juta rupiah.
Angka yang cukup fantastis untuk ukuran penghasilan

rata-rata pegawai di Indonesia.

Untuk Provinsi Jawa Timur belanja rata-rata
pertahun per anggota dewan mencapai 297,9 Juta
rupiah. Untuk setiap bulannya, belanja rata-rata
anggota DPRD Propinsi Jawa Timur adalah 24, 8

Juta rupiah. Padahal yang diperbolehkan oleh PP I l0
adalah maksimal untuk Jawa Timur adalah 94,5 Juta
rupiah per orang pertahun. Atau 7,8 Juta rupiah per

bulan per anggota dewan.

Berkaca dari penetapan keuangan DPRD

seperti dalam tabel di atas, tampaknya Mahkamah

Agung mengabulkan Judicial Review ini karena tidak

menguasai kultur birokasi yang ada, dimana ada

kecenderungan dari DPRD rurtuk menggunakan UU

2211999 sebagai dasar memperbesar peluang

memperkaya diri. Penulis berkeyakinan, apabila MA

mengetahui data-data sepe(i ini, maka besar

kemungkinannya MA tidak akan mengabulkan

permohonan Judicial Review.

Ketika rambu-rambu sebagai sarana akses

kontol publik sudah dihapuskan melalui judicial Re-

view, lalu bagaimanakah mekanisme untuk mengawasi

kinerja dan keuangan DPRD ? Bagaimanakah

caranya agar masyarakat dapat meminta al-untabilitas

publik anggota DPRD ?

Dalam kerangka penciptaan good gover-

nance, masalah akunlabilitas, kontrol dan transparansi

menjadi kwrci yang utama. Masyarakat sebagai salah

satu pilar utama dalam good govemance harus

mendapatkan tempat untuk melakukan kontrol

terhadap kinerja dan keuangan anggota DPRD.

Dalam bahasa yang gampang-gampangan saja,

dengan penghasilan yang begitu besar, apakah out-

put (hasil kerja) dari anggota DPRD tersebut ?

Bagi penganut al i ran l iberal  dalam

penyelenggaraan otonomi daerah, penetapan

peraturan perundang-undangan dalam kaitannya

dengan kedudukan keuangan DPRD dianggap tidak

Al<ses Kontrol Publik Terhadap Keuctngan DPRD
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perlu. Hal ini dikarenakan dalam era otonomi maka

DPRD mempunyai hak untuk mengatur anggaramya

sendiri. Namun demikian sebagian kalangan dari

praktisi pemerintahan yang menganut aliran moderat,

menganggap bahwa perilaku anggota DPRD tidak

dapat dibiarkan bebas, harus ada rambu-rambu agar

tidak terjadi perbuatan hukum yang melampaui

kewenangan sebagai anggota DPRD, khususnya di

bidang keuangan.

Akses kontrol publik sebagai bagian dari hak-

hak pemilih dan penduduk belum mendapatkan

pengakuan dalam peraturan perundang-undangan

tentang otonomi daerah. Padahal masalah ini

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses

demokratisasi dan paftisipasi. UU no.22tahtn 1999

-walaupun sangat kental mengandung semangat

demokratisasi dan partisipasi, tetapi melupakan hak-

hak penduduk dan pemilih Sebagai perbandingan, UIJ

otonomi di  berbagai negara secara je las

mencantumkan hak-hak penduduk dan pemilih ini.

Untuk mengua&an akses publik ini dapat dilakukan

melalui perumusan hak penduduk dan pemilih ke

dalam revisi UU no. 22 tahun 1999. Hak-hak

penduduk dan pemilih ini meliputi hak untuk

memperoleh pelayanan, hak pengawasan terhadap

kepala daerah dan hak pengawasan terhadap DPRD

baik sebagai in$itusi maupun individu. Pemberhentian

dalam masa jabatan Kepala daerah dan anggota

DPRD (recall) harus dilekatkan dengan hak,

penduduk dan pemilih. Hal ini sangat penting sebagai

salah satu sarana untuk mewujudkan pemerintahan

daerah yang akuntabel, efektifefisien dan transparan.

Data dalam tabel di atas menggambarkan betapa

penting dan 'mendesaknya partisipasi dan kontrol

publik atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

khususnya dalam keuangan DPRD.

PENUTIjP

Bercermin dari kasus-kasus yang telah terjadi

di atas, kontrol publik dalam penyelenggaraan

pemerintahan di daerah merupakan keniscayaan yang

harus segera di wujudkan. Hak ini hans dikonkritkan

secara kontitusional ke dalam revisi UU no. 22 tahun

1999. Alasan lain yang mendorong mendesaknya

dilaksanakan kontrol publik ini adalah karena

mandulnya pengawasan Represif oleh Mendagri dan

Gubemur maupun pengawnsan Fungsional oleh

Badan Pengawas Daerah (Bawasda).
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